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REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pedoman tugas belajar dan 

izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang 

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5435); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 

NASIONAL TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN 

BELAJAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di 

dalam negeri atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan 

tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
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3. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Utama 

atau Deputi di lingkungan Lembaga. 

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Inspektur, 

Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Lembaga. 

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus atau 

berkedudukan sebagai pegawai aktif di Lembaga. 

7. Calon Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai yang 

diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk 

mendapatkan Tugas Belajar. 

8. Calon Peserta Izin Belajar adalah Pegawai yang diusulkan 

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama untuk mendapatkan Izin 

Belajar. 

9. Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai yang statusnya 

mendapat Tugas Belajar. 

10. Peserta Izin Belajar adalah Pegawai yang dalam statusnya 

mendapat Izin Belajar. 

11. Tim Pengelola Program Pendidikan Bergelar yang 

selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim yang 

bertugas melakukan pengendalian, analisis, dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program Tugas Belajar dan Izin 

Belajar. 

12. Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan 

program Tugas Belajar dan dananya tidak berasal dari 

anggaran Lembaga. 

13. Penyesuaian Ijazah adalah proses menyesuaikan kembali 

status ijazah Pegawai yang disebabkan adanya 

perubahan tertentu. 

14. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 

yang selanjutnya disebut Biro SDM ORKUM adalah Biro 

yang menangani sumber daya manusia di lingkungan 

Lembaga. 
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Pasal 2 

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan 

pengembangan karier Pegawai. 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar menjadi 

kewenangan Biro SDM ORKUM. 

(2) Dalam mengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro SDM 

ORKUM membentuk Tim Pengelola. 

 

BAB II 

TUGAS BELAJAR 

 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

 

Pasal 4 

(1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dimaksudkan 

agar Calon Peserta Tugas Belajar yang akan mengikuti 

program Tugas Belajar sesuai dengan: 

a. kebutuhan organisasi; 

b. ketersediaan anggaran; dan 

c. kesempatan yang diberikan oleh Sponsor. 

(2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim Pengelola 

dalam bentuk dokumen rencana pengembangan sumber 

daya manusia Lembaga dengan memperhatikan masukan 

dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama. 

 

Bagian Kedua 

Jenis Tugas Belajar 

 

Pasal 5 

(1) Tugas Belajar terdiri atas: 
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a. Tugas Belajar reguler; dan 

b. Tugas Belajar khusus. 

(2) Tugas Belajar reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang 

kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar 

negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas 

sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.  

(3) Tugas Belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang 

kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi bersamaan dengan pelaksanaan 

penelitian di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya 

sendiri, dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari 

sebagai Pegawai Negeri Sipil.  

 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan Tugas Belajar 

 

Pasal 6 

(1) Pembiayaan Tugas Belajar reguler sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang 

dilaksanakan di dalam negeri dapat dibebankan pada 

anggaran Lembaga dan/atau Sponsor. 

(2) Pembiayaan Tugas Belajar reguler sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang 

dilaksanakan di luar negeri dibebankan pada anggaran 

Sponsor. 

(3) Pembiayaan Tugas Belajar khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibebankan 

pada anggaran Lembaga dan/atau mitra kerja sama. 
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Bagian Keempat 

Syarat Tugas Belajar 

 

Pasal 7 

(1) Untuk dapat mengikuti Tugas Belajar Pegawai harus 

memenuhi Persyaratan:  

a. telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun 

terakhir bernilai sekurang-kurangnya baik;  

c. perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar 

di dalam negeri harus memiliki akreditasi minimal 

“B”; 

d. perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar 

di luar negeri harus diakui oleh instansi yang 

berwenang; 

e. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program 

pendidikan atau program pelatihan lainnya;  

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang, tingkat berat, atau sedang dalam proses 

pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin tingkat 

sedang atau tingkat berat; 

g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 

sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

h. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan 

pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan 

dalam jabatan pada satuan organisasi; 

i. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah 

diakui oleh instansi berwenang dengan jenjang 

setingkat di bawah jenjang tugas belajar yang akan 

dituju; 

j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba 

menurut keterangan dokter pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. dicalonkan secara tertulis oleh Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  

l. batas usia Calon Peserta Tugas Belajar, sebagai 

berikut: 
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1. usia maksimal:  

a) Program Diploma III (DIII), dan Program 

Strata I (S-1) atau setara, berusia paling 

tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; 

b) Program Strata II (S-2) atau setara, berusia 

paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan 

c) Program Strata III (S-III) atau setara, berusia 

paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 

2. untuk jabatan yang sangat diperlukan 

dan/atau program tugas belajar khusus, usia 

maksimal dapat ditetapkan menjadi sebagai 

berikut: 

a) Program Diploma III, dan Program Strata I 

(S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 

(tiga puluh tujuh) tahun; 

b) Program Strata II (S-2) atau setara, berusia 

paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; 

dan 

c) Program Strata III (S-3) atau setara, 

berusia paling tinggi 47 (empat puluh 

tujuh) tahun. 

m. memenuhi persyaratan sertifikat International 

English Language Testing System atau Test of English 

as Foreign Language; 

n. mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat 

Negara untuk pelaksanaan Tugas Belajar di luar 

negeri; dan  

o. memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan 

oleh Sponsor dalam hal Tugas Belajar di biayai oleh 

Sponsor. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi Tugas Belajar khusus berlaku persyaratan sebagai 

berikut: 

a. program Tugas Belajar khusus diselenggarakan 

dalam rangka mendukung pencapaian program 

prioritas Lembaga; 
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b. program Tugas Belajar khusus dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mitra 

kerja sama; dan 

c. batasan usia Calon Tugas Belajar dapat melampaui 

batasan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf l. 

(3) Bagi Calon Peserta Tugas Belajar yang menduduki 

jabatan struktural atau fungsional diwajibkan membuat 

surat pernyataan bersedia untuk diberhentikan dari 

jabatannya apabila ditetapkan sebagai Peserta Tugas 

Belajar reguler.  

 

Bagian Kelima 

Jangka Waktu 

 

Pasal 8 

(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagai 

berikut: 

a. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; 

b. Program Strata I (S-1) atau setara paling lama 4 

(empat) tahun; 

c. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 

(dua) tahun; dan 

d. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 

(empat) tahun. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) 

semester dan hanya dapat diperpanjang kembali untuk 1 

(satu) semester berikutnya. 

(3) Bagi Peserta Tugas Belajar yang belum dapat 

menyelesaikan masa studi setelah diberikan 

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

menyelesaikan masa studinya paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah masa perpanjangan Tugas Belajar berakhir 

dan statusnya beralih menjadi Peserta Izin Belajar. 

(4) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar harus 

disampaikan oleh Peserta Tugas Belajar secara tertulis 
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kepada Kepala Biro SDM ORKUM dengan melampirkan 

surat keterangan dari Kepala program studi atau pejabat 

setingkat. 

 

Bagian Keenam 

Penetapan Peserta Tugas Belajar 

 

Pasal 9 

Kepala Biro SDM ORKUM menyampaikan informasi kepada 

seluruh satuan kerja tentang rencana program Tugas Belajar. 

 

Pasal 10 

(1) Kepala satuan kerja berdasarkan rencana program Tugas 

Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

mengusulkan nama Calon Peserta Tugas Belajar kepada 

Kepala Biro SDM ORKUM. 

(2) Pengusulan nama Calon Peserta Tugas Belajar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 

sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dengan 

memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7. 

 

Pasal 11 

(1) Tim Pengelola melakukan seleksi administrasi Calon 

Peserta Tugas Belajar yang diajukan permohonannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan sistem 

gugur. 

(2) Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang akan dibiayai dari anggaran Lembaga 

sebelum mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi wajib mengikuti seleksi teknis yang 

diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang meliputi 

tahapan: 

a. tes potensi akademik; 

b. tes kemampuan bahasa Inggris; dan 

c. tes psikologi. 
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(3) Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang akan dibiayai dari anggaran Sponsor 

sebelum mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan 

oleh Sponsor wajib memperoleh rekomendasi/surat 

pengantar dari Kepala Biro SDM ORKUM. 

(4) Calon Peserta Tugas Belajar yang telah mengikuti 

tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Sponsor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Biro SDM 

ORKUM. 

(5) Tim Pengelola membuat rekomendasi bagi Calon Peserta 

Tugas Belajar yang telah lulus seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) untuk dapat 

mendaftar ke Perguruan Tinggi yang dituju atau proses 

lanjutan yang diperlukan. 

 

Pasal 12 

Calon Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan diterima di 

perguruan tinggi, wajib menyampaikan surat keterangan 

diterima kepada Kepala Biro SDM ORKUM. 

 

Pasal 13 

Tim Pengelola menyampaikan usulan kepada Kepala Lembaga 

untuk menetapkan Peserta Tugas Belajar yang telah 

memenuhi syarat dan lulus seleksi serta diterima di 

Perguruan Tinggi yang dilengkapi dengan dokumen sebagai 

berikut: 

a. daftar nama Peserta Tugas Belajar;  

b. daftar riwayat hidup Peserta Tugas Belajar; dan/atau 

c. surat jaminan pembiayaan tugas belajar dari Sponsor.  

 

Pasal 14 

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepala Lembaga menetapkan Keputusan tentang Penetapan 

Peserta Program Tugas Belajar. 
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Pasal 15 

Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

wajib menandatangani perjanjian tugas belajar dengan Kepala 

Biro SDM ORKUM. 

 

Pasal 16 

Peserta Tugas Belajar Reguler diberhentikan dari jabatan 

struktural dan/atau jabatan fungsional terhitung sejak yang 

bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar. 

 

Bagian Ketujuh 

Pembatalan 

 

Pasal 17 

(1) Status Peserta Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh 

pejabat yang berwenang sebelum keberangkatan ke 

tempat pelaksanaan Tugas Belajar dan/atau selama 

dalam mengikuti tugas belajar apabila terdapat alasan 

tertentu. 

(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. akibat kesalahan dan/atau kelalaian Peserta Tugas 

Belajar; 

b. keadaan kahar; dan/atau 

c. karena alasan dinas. 

(3) Akibat kesalahan dan/atau kelalaian Peserta Tugas 

Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Peserta Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin atau 

hukuman akademis; 

b. Peserta Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat 

pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah 

ditentukan; 

c. Peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan 

pengunduran diri; 
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d. Peserta Tugas Belajar tidak melaporkan 

perkembangan tugas belajarnya paling lama 1 (satu) 

tahun meskipun telah diberi peringatan; dan/atau 

e. Peserta Tugas Belajar bekerja di luar kegiatan Tugas 

Belajar. 

f. Peserta Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan 

tugas belajarnya. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Peserta Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan 

Tugas Belajar karena peristiwa di luar 

kemampuannya; dan/atau 

b. Peserta Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan/atau 

rohani yang dinyatakan oleh surat keterangan 

dokter yang mengakibatkan tidak mungkin 

menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan 

waktu yang ditentukan.  

(5) Karena alasan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c disebabkan kepentingan dinas dan/atau 

kepentingan organisasi yang mengharuskan Peserta 

Tugas Belajar tetap atau kembali melaksanakan tugas di 

lingkungan Lembaga. 

(6) Pembatalan status Peserta Tugas Belajar oleh Pejabat 

yang Berwenang dilakukan setelah mendapatkan 

pertimbangan dari Tim Pengelola. 

 

Pasal 18 

(1) Peserta Tugas Belajar yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, 

huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dikenai sanksi 

administratif. 

(2) Khusus Peserta Tugas Belajar yang mengundurkan diri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, 

baru dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan 

kembali Tugas Belajar setelah sekurang-kurangnya 3 

(tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan 

mengundurkan diri. 
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Bagian Kedelapan 

Kedudukan, Hak, dan Kewajiban 

 

Pasal 19 

Kedudukan Peserta Tugas Belajar selama menjalankan Tugas 

Belajar, adalah: 

a. status kepegawaianya tetap berada di satuan kerja asal; 

b. pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Biro SDM 

ORKUM kecuali bagi Peserta Tugas Belajar khusus; dan 

c. dibebaskan dari tugas kedinasan kecuali bagi Peserta 

Tugas Belajar khusus. 

 

Pasal 20 

(1) Peserta Tugas Belajar berhak mendapatkan:  

a. gaji;  

b. tunjangan kinerja; 

c. biaya pendidikan dan/atau tunjangan tugas belajar;  

d. penilaian prestasi kerja; 

e. kenaikan gaji berkala; dan 

f. kenaikan pangkat/golongan. 

(2) Hak Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab 

satuan kerja asal. 

(3) Hak Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Biro SDM 

ORKUM atau Sponsor. 

(4) Hak Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f menjadi tanggung 

jawab Biro SDM ORKUM. 

(5) Hak Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 21 

Peserta Tugas Belajar wajib: 

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari 

kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk 
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sebelum melaksanakan Tugas Belajar, kecuali bagi 

Peserta Tugas Belajar khusus;  

b. menjaga nama baik Lembaga, bangsa, dan negara 

Indonesia;  

c. melaporkan alamat perguruan tinggi dan tempat tinggal; 

d. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk 

ketentuan yang berlaku di tempat Tugas Belajar; 

e. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik 

Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi peserta 

Tugas Belajar di luar negeri; 

f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap 1 

bulan, 3 bulan (triwulan), dan 6 bulan (semester); 

g. wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tugas Belajar 

setiap semester sesuai dengan kalender akademik; 

h. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan 

tepat waktu; 

i. tidak diperkenankan untuk pindah jurusan/program 

studi atau pindah perguruan tinggi tanpa persetujuan 

tertulis dari Kepala Biro SDM ORKUM; 

j. lapor kepada pejabat yang berwenang paling lama 15 

(lima belas) hari sejak berakhirnya masa Tugas Belajar; 

dan 

k. Peserta Tugas Belajar yang telah selesai Tugas Belajar 

wajib kerja di lingkungan Lembaga sesuai dengan 

perjanjian Tugas Belajar. 

 

Pasal 22 

Dalam hal Peserta Tugas Belajar dapat menyelesaikan masa 

studinya sebelum masa Tugas Belajar berakhir, yang 

bersangkutan wajib lapor kepada pejabat yang berwenang 

paling lama 15 (lima belas) hari sejak masa studinya berakhir.  

 

Pasal 23 

Peserta Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dikenai sanksi 

administratif. 
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Bagian Kesembilan 

Pengaktifan Kembali  

 

Pasal 24 

Kepala Biro SDM ORKUM berdasarkan laporan dari Peserta 

Tugas Belajar yang telah selesai Tugas Belajar mengusulkan 

pengaktifan kembali bekerja di satuan kerja asal kepada 

Kepala Lembaga untuk ditetapkan. 

 

Pasal 25 

(1) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan 

Tugas Belajar karena: 

a. perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Tugas 

Belajar telah habis;  

b. dikenai sanksi pemberhentian oleh perguruan tinggi; 

dan/atau 

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, 

dapat diaktifkan untuk bekerja kembali dengan 

persyaratan mengajukan permohonan aktif bekerja 

kembali secara tertulis kepada Kepala Biro SDM ORKUM. 

(2) Kepala Biro SDM ORKUM berdasarkan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 

pengaktifan kembali bekerja di satuan kerja asal kepada 

Kepala Lembaga untuk ditetapkan. 

 

Pasal 26 

Peserta Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dikenai sanksi 

administratif. 

 

Bagian Kesepuluh 

Pengenaan Sanksi Administratif 

 

Pasal 27 

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 
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a. sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai disiplin 

pegawai; dan/atau 

b. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim 

Pengelola dan/atau Pejabat Yang Berwenang. 

 

BAB III 

IZIN BELAJAR 

 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Izin Belajar  

 

Pasal 28 

Untuk memperoleh Izin Belajar Pegawai harus memenuhi 

Persyaratan:  

a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai 

Pegawai Negeri Sipil;  

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) 

tahun terakhir paling kurang bernilai baik;  

c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

atau berat;  

d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 

sebagai Pegawai Negeri Sipil;  

e. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung 

pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;  

f. program studi di dalam negeri yang diikuti telah 

terakreditasi minimal “B”. 

g. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak 

mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari; dan 

h. membuat surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian 

ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali 

terdapat formasi.  
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Bagian kedua 

Prosedur Pengajuan Peserta Izin Belajar  

 

Pasal 29 

Calon peserta Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengajukan 

permohonan Izin Belajar kepada Kepala satuan kerja 

masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Biro SDM 

ORKUM.  

 

Bagian Ketiga 

Kedudukan, Hak, dan Kewajiban 

 

Pasal 30 

Kedudukan Peserta Izin Belajar selama menjalankan Izin 

Belajar, adalah: 

a. status kepegawaianya tetap berada di satuan kerja yang 

bersangkutan; 

b. pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh satuan 

kerja yang bersangkutan; dan 

c. tidak dibebaskan dari tugas kedinasan. 

 

Pasal 31 

(1) Peserta Izin Belajar berhak mendapatkan: 

a. gaji;  

b. tunjangan kinerja; 

c. tunjangan jabatan; 

d. penilaian prestasi kerja; 

e. kenaikan gaji berkala; dan 

f. kenaikan pangkat/golongan. 

(2) Hak Peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi tanggung jawab satuan kerja yang 

bersangkutan. 

(3) Hak Peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 32 

Peserta Izin Belajar wajib: 

a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan 

uraian tugas dan fungsi dari satuan kerja yang 

bersangkutan; 

b. mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja; 

c. Peserta Izin Belajar wajib menyampaikan hasil 

perkembangan studinya secara periodik setiap 6 (enam) 

bulan kepada Kepala satuan kerja yang bersangkutan; 

dan 

d. membuat laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada 

akhir pelaksanaan Izin Belajar.  

 

Bagian Keempat 

Penyesuaian Ijazah Izin Belajar 

 

Pasal 33 

(1) Peserta Izin Belajar yang telah menyelesaikan Izin 

Belajar dapat mengusulkan penyesuaian ijazah apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedianya formasi; dan 

b. lulus ujian penyesuaian ijazah. 

(2) Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dikoordinasikan 

oleh Tim Pengelola. 

(3) Ujian penyesuaian ijazah dilakukan dalam bentuk: 

a. ujian psikotes; atau 

b. ujian wawancara. 

(4) Ujian psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilaksanakan bagi Peserta Izin Belajar dengan 

masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 

(5) Ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dilaksanakan bagi Peserta Izin Belajar dengan 

masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
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BAB IV 

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN  

IZIN BELAJAR 

 

Pasal 34 

(1) Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program 

Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar bagi Pegawai 

dilakukan evaluasi berkala secara triwulan.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Tim Pengelola dengan cara sebagai 

berikut:  

a. pemantauan dan kunjungan ke perguruan tinggi 

tempat Peserta Tugas Belajar;  

b. analisis laporan perkembangan pelaksanaan Tugas 

Belajar; dan 

c. analisis laporan pelaksanaan Izin Belajar dari 

satuan kerja. 

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan program Tugas Belajar dan 

pemberian Izin Belajar dilaporkan oleh Tim Pengelola 

kepada Kepala melalui Sekretaris Utama sebagai bahan 

pengambilan kebijakan. 

 

BAB V 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN FORMAT DOKUMEN 

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 

 

Pasal 35 

Ketentuan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Tugas 

Belajar dan Izin Belajar tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini. 

 

Pasal 36 

Ketentuan mengenai format dokumen:  

a. surat permohonan Tugas Belajar; 

b. surat keterangan kedisiplinan; 

c. surat permohonan mengikuti seleksi/tes Sponsor; 
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d. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan 

struktural; 

e. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan 

fungsional; 

f. keputusan Penetapan Peserta Program Tugas Belajar; 

g. surat perjanjian Tugas Belajar; 

h. surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan 

Tugas Belajar; 

i. keputusan perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas 

Belajar; 

j. surat permohonan mengikuti pendidikan lanjutan; 

k. keputusan pembatalan Tugas Belajar; 

l. laporan studi bulanan, triwulan, dan semester; 

m. laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar; 

n. surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar; 

o. surat pernyataan wajib kerja; 

p. surat permohonan pengaktifan bekerja kembali bagi 

peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan Tugas 

Belajar; 

q. keputusan pengaktifan kembali peserta Tugas Belajar; 

r. surat permohonan pengaktifan bekerja kembali bagi 

peserta tugas belajar yang tidak menyelesaikan Tugas 

Belajar; 

s. keputusan pengaktifan kembali peserta yang tidak 

menyelesaikan Tugas Belajar; dan 

t. surat permohonan Izin Belajar, 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

4 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin 

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga 
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Penerbangan dan Antariksa Nasional, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 38 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 2019 

 

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN 

ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd 

 

THOMAS DJAMALUDDIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Maret 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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